
 
 

 

BUPATI SINJAI 

PROVINSI SULAWESI SELATAN 

 

PERATURAN BUPATI SINJAI 

NOMOR 31 TAHUN  2017 

 

 

TENTANG 

 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  

 KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI SINJAI, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan  ketentuan Pasal 5 ayat (2) 

Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional beserta ketentuan 

peraturan pelaksanaan perencanaan  pembangunan 

lainnya  dan ketentuan Pasal 51 Peraturan Daerah 

Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018; 

 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a,  perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah  

Kabupaten Sinjai Tahun 2018; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1822); 
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2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2286); 

 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-

2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4700); 
 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 
 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor  5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor  5679); 
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9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan   (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor  5601); 

 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4575); 

 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang 

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 

 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang 

Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4664); 

 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang 

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4815); 

 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pedoman Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4816); 
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4817); 

 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887); 

 

18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 3); 

 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 517); 

 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

2036); 

 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 

tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Tahun 2018; 

 

22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 

Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 

Tahun 2010 Nomor 2); 
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23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 

tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun  2013-2018 

(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 

Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi 

Sulawesi Selatan Nomor 10 tahun 2013 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi 

Selatan Tahun  2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi 

Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 9); 

 

24. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Berbasis 

Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 

2005 Nomor 8); 

 

25. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-

Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 68); 

 

26. Peraturan Daerah Nomor 28  Tahun 2012 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sinjai  Tahun 

2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 

2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Sinjai Nomor 34); 

 

27. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 

Kabupaten Sinjai tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57); 
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28. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 58), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 

Sinjai Tahun 2013-2018  (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sinjai Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 81); 

 

29. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 65); 

 

30. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 

93); 

 

31. Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2016 tentang  

Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan 

Funsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah  (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 

Nomor 83); 

 

32. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2017 tentang  

Perubahan Penanggungjawab Sasaran Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 

Sinjai Tahun 2013-2018 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai 

Tahun 2017 Nomor 13); 

 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA 

PEMERINTAH  DAERAH  KABUPATEN  SINJAI  TAHUN  

2018. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 

oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut 

asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Bupati adalah Bupati Sinjai. 

5. Organisasi Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

6. Badan Perencanaan Pembagunan Daerah yang selanjutnya disingkat 

Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembagunan Daerah Kabupaten 

Sinjai. 

7. Rencana Pembangunan Daerah adalah tindakan masa depan yang 

tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya 

yang tersedia yang dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka 

mencapai visi, misi dan tujuan yang meliputi Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja 

Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah, Rencana 

Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah. 

8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya 

disingkat RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 

Kabupaten Sinjai yang memuat visi, misi dan arah pembangunan 

untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, terhitung mulai tahun 

2005 sampai dengan tahun 2025; 

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya 

disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 

Kabupaten Sinjai yang memuat penjabaran dari visi, misi dan program 

Kepala Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, dengan 

berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan RPJP Nasional dan 

RPJM Nasional. 
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10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai yang selanjutnya 

disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah 

Kabupaten Sinjai untuk periode 1 (satu) tahun. 

11. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disingkat Renja OPD adalah dokumen perencanaan Organisasi 

Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada 

akhir periode perencanaan. 

13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya - upaya yang akan 

dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 

14. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program - program indikatif 

untuk mewujudkan visi dan misi. 

15. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah 

Daerah untuk mencapai tujuan. 

16. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih 

kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mencapai 

sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan 

masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. 

 

BAB II 

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH 

 

Pasal 2 

 

RKPD Tahun 2018 adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun 

melalui proses inventarisasi, klasifikasi, sinkronisasi dan seleksi usulan 

program/kegiatan yang terpadu dalam musyawarah rencana pembangunan 

ditingkat desa, kecamatan dan kabupaten. 

 

Pasal 3 

 

RKPD Tahun 2018  merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan 

Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018. 

 

Pasal 4 

 

RKPD Tahun 2018 berfungsi sebagai dasar/acuan dalam penyusunan 

program/kegiatan tahunan, baik yang dibiayai dengan anggaran 

pemerintah Daerah  maupun sumber-sumber lainnya. 
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Pasal 5 
 

(1) Organisasi Perangkat Daerah melaksanakan program kegiatan 

pembagunan tahun 2018 yang dijabarkan dalam Dokumen Rencana  

Strategis Perangkat Daerah tahun 2018. 
 

(2) Organisasi Perangkat Daerah melakukan konsultasi dan koordinasi 

dengan BAPPEDA dalam melakukan perencanaan dan meletakkan 

prioritas pembangunan tahun 2018.  

BAB III 

SISTEMATIKA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

 

Pasal 6 

 

Sistematika RKPD Tahun 2018 terdiri dari: 

   

BAB I. PENDAHULUAN 

BAB II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN 

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH 

BAB III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN 

KEUANGAN DAERAH 

BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBAGUNAN DAERAH 

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH  

BAB VI. PENUTUP 

 

BAB IV 

PENUTUP 

 

Pasal 7 

 

RKPD Tahun 2018 tercantum  dalam dokumen RKPD Tahun 2018 yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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Pasal 8 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Sinjai. 

 

Ditetapkan di Sinjai 

pada tanggal 22 Mei 2017  

 

BUPATI SINJAI, 

 

ttd 

 

H. SABIRIN YAHYA 

 

 

Diundangkan di Sinjai 

pada tanggal 22 Mei 2017 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI, 

 

 

 

 

H. TAIYEB A. MAPPASERE, SH 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2017 NOMOR 31 


